
Oipindai dengan CamScanner 

a. bahwa untuk melaksanakan ket n uan Pasal 

37 ayat (2) Pera uran Pcm rintah Nomor 43 

Tahun 2014 tcntang Pera tu ran Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 

tentang Desa s bagaimana tclah diubah 

dengan eraturan P m rintah Nomor 7 

Tahun 2015 t ntang P rubs han Ate 

Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 201 

t ntang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 

dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri 

Da]am Negeri Nomor 44 Tahun 2016 t ntang 

1 cwenangan Desa· 

b. bahwa berdasarkan p rtimbangan 

sebagaimana dirnaksud daJam huruf a pcrlu 

menetapkan Peraturan Bupati Simalungun 

tentang Daftar 1 ewenangan Nagori 

Berdasarkan Hak Asal-Usul dan K w nan an 

Lokal Berskala Nagori di I abup t 11 

Sim lungun; 

BUPATI SIMALUNGUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESJ\ 

enimbang 

PERATURAN UPATI IMALUN ,UN 

NOt\10R 2 8 TA HUN 2020 

TENT ANG 

DAITAR KEWE ANGAN NA ,ORI BERO/\ ARI\J\N HAK A J\L-U UL 

D N J EWENANGAN LOI' AL BER J /\LA NJ\GORI 

DI KABUPATEN SIMALUNGUN 

BUPATI SIMALUNGUN 
PAi\lATA G IU YA 
M \TERA lJTARA 



Oipindai dengan CamScanner 

1. Undr ng-Undan Darurat omor 7 Tahun 

J 956 l ·nt ng P mbcntukan Daerah Otonorn 

Kabupaten-Kabupat n dalam Lingkungan 

Da rah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara R publik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1092)· 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Repu b1ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana teJah diubah beberapakali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten SimaJungun 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori 

(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 

Tahun 2016 Nomor 2 seri "D" Nomor 2)· 

M engingat 



Oipindai dengan CamScanner 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa1 J 

Dalarn Pera uran upati ini yang dimaksud dengan : 

1. Da rah ada]ah Kabupaten Simalungun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta 

perangka daerah sebagai unsur penye]enggaraan pemerintah 

daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Simalungun. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD ada]ah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 

TbNTAN J DAFTAR J WE ANGA A ORI 

El A ARKAN HAK A AL-USUL DA 

I EWENANGAN L KAL BERSKALA A RI 

I I<A UPATEN IMALU UN. 

f> ~ I\TURAN f ALU GU UPATI 'Jl ·t lpl Oil 

MEMUTU JAN 

<'/!H l J ·p ihlik In Ion ·rn Thi un .0 l 

Ne, 1c r 0' 1); 

'1. P -r n+ur 111 en I ri I ,I, m r ;11r.:ri r 11,v 

Incl nr-sin m r rnang 

J C\ ('Jlflllg:111 .sn ip ihlrk 

111 I< nc: in Tnhun 2 J , N mor J '>7); 

l11clon1••,1t1 ~ ninrn 111 Tnhun /. I' ·r r.ng 

fl·drmr111 T·l ni: P rel ran di f .ri ff n;. 

,·11t ,·ti I f In 1'<·1 tur n ,. 



Oipindai dengan CamScanner 

·an di kui d n dih rmati dal: m . 1 t m p m riniahan N r 
pu blik Ind n . i, . 

7. m rintnl n Na ori adalr h p n , Ieng arr an uru an 

p m rintnhan dnn k p ntingan ma arakat t mpa dalarn 

i t m m rintr han N ra K tuan publik Inclan sia. 

m rintah Na ori adalah Pangulu dibantu Tun kat agon 

ebagai unsur p n , I nggaraan pcm rintahan nagori. 

K w nangan Nagori ad, lah k iv nangan ang dimiliki Nagori 

m liputi I w nan c n rdnsnrkan hal as al-u ul, k v nangan 

lo] al b r kala Na ori, 1, w nan an -ang ditugaskan oleh 

P m rintah, m rintah a rah Provin i, atau Pernerintah 

DR nth K bu at n rta k ,, nangan Jain yang ditugaskan oleh 

em rintah, crncrintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten sc uai dengan ket ntuan peraturan 
perundang-undangan. 

l 0. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang 

m rupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagori atau 

prakarsa mas) arakat Nagori sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 

11. I ewenangan lokal berskala Nagori adalah kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan mas. arakat Nagori ) ang 

telah dijalankan oleh Nagori atau mampu dan efektif dijalankan 

oleh Nagori atau yang muncul karena perkembangan Nagori dan 

prakarsa masyarakat Nagori. 

12. Pangulu ada1ah KepaJa Pemerintahan Nagori. 

13. Penjabat Pangulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh 

Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pangulu 
da1am kurun waktu terten tu. 

14. Tungkat Nagori adalah unsur pembantu pangulu yang terdiri 

dari sekretariat nagori (sekretaris nagori dan kepala urusan) 
pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

15. Maujana Nagori adalah lembaga pcrmusyawaratan dan 
permufakatan nagori. 

untuk m ng tur dan m n , ur uru an 

t mp t b rda arkan 

r c1 ma ' ral at hak a al u ul dnn/atau hak tra Ji ional 

, gori nd lah k sr tu n mn: ·nr, knt hul um. ng m mili i b, l,. 
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BAB Ill 

KEWENANGAN NAGORJ BERDASARKAN HAI ASAL USUL 

Pasal3 

(1) Kewenangan Nagori berdasarkan hak asal-usul meliputi : 

a. Sistem organisasi masyarakat adat: 
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 

d. PengeJoJaan tanah kas Nagori; dan 

e. Pengcmbangan peran masyarakat Nagori. 

(2) Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul setelah dilakukan 

identifikasi dan inventarisasi meliputi : 

a. Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul: 

b. Kewenangan Lokal Berskala Nagori; 

Pasa12 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 

a. Kewenangan Nagori berdasarkan Hak Asal-Usul; 

b. Kewenangan Lokal Berskala Nagori; 

c. Mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Nagori berdasarkan 

Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori; 

d. Pembinaan Pengawasan, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan 

kewenangan Nagori; 

e. Pernbiayaan; 

f. Pungutan Nagori; 

g. Ketentuan peralihan; dan 

h. Ketentuan penutup. 

BAB 11 

RUANO LJNGKUP 

p merintahan daerah yang dibahas dan disetujui b rsama olch 

Pemerintah Da rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Da rah dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

lanjutn -a 

tahunan 

1 . ri adalr h p ratur n p un Ian -und: n 'c n .: n 

dit tapl an ol h Pan ulu t lah dibaha dr n di p(: ka i b · m 

Maujana Nagori. 

] 7. Anggaran P ndapatan dan Belanj Da ah ng 

di ingkat APBD, adal h r ncana k u ng 
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Oipindai dengan CamScanner 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar kex enangan 

hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagori kepada 

pemerintah Nagori dan Maujana Nagori. 

Pasal 5 

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Nagori bersama 

Maujana Nagori menetapkan Peraturan Nagori berdasarkan 

Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori. 

BAB V 

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGORI 

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA NAGOR1 

Inn in nt is n. i 11 liputi : 
P n rnbangnn t, ta rur n I n p ta so ial .- g ri; 

b, P ng lolaan data dan informa ·i Nag ri; 

P m binaan tcnaga k erja N gori · 

d. P ngembangan lcmbaga k m ar k tan d n k I mpok- 

k lompok masyarakat Nagori · 

c. Pengelolaan Badan Us ha Milik N gori (BUM AG); 

f. Pengelolaan bencana skala Nagori; 

g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional: 

h. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Nagori; 

1. Dukungan pendidikan bagi sis, a miskin Nagori yang tidak 

masuk dalam program-program pemerintah; 

J. Pengelolaan energi baru, terbarukan dan teknologi tepat guna; 

k. Pengembangan ekonomi lokal Nagori; 

I. Pengelolaan lumbung pangan Nagori; 

m. Pengelolaan pertanian skala Nagori; 
n. Pengelolaan petemakan skala Nagori; 

o. Pengelolaan wisata rnilik Nagori; 
p. Penge]olaan hutan Nagori; dan 

q. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Nagori. 

ag ri "' tc I, h dila uk i 1 .n ifika ,i ( } I' \\ n a n g, n 1 



Oipindai dengan CamScanner 

Pasa1 8 

(1) Pangulu wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan 
agori kepada Bupati melalui Ca.mat. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu 
tahun atau sesuai kebutuhan. 

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada a) at (2) dijadikan 
bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada a) at (3) dijadikan 
dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan 
pelaksanaan kewenangan Nagori. 

BAB VJ 

PE BI AA , PENGAWASA DA PEL PORA 

Pasal 7 

( 1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pen a aan kew enangan agori. 

(2) Pembinaan dan pengaw asan sebagaimana dimaksud pada aya ( ) 

dilaksanakan melalui : 

a. Fasilitasi dan koordinasi · 

b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Nagori; dan 

c. Monitoring dan evaluasi. 

(2) Pernerin ah agori b rsama dengan aujana agori m ngadak 

mu vawarah agori un uk memilih dan m n apkan ke ·enangan 

agori berdasarkan hak asal-u ul dan ke venangan lokal berskala 

agori yang telah d1 tapkan dalam Peraturan Bupa · ini, 

(3) Hasil mus -awarah agori s bagaimana dimaksud pada aya ( ) 

di uangkan dalam berita acara. 
(4) Beri acara sebagaimana dimaksud pada a at (3) menjadi dasar 

pen) usunan rancangan Peraturan agori. 

(5) Rancangan Peraturan Nagori sebagairnana dimaksud pada aya 

(4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
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BAB IX 

E\ ALUASl DAN KLARJFJKASI PERATURAN NAGORI 

Pasal 11 

( 1) Rancangan Peraturan Nagori tentang Kewenangan Hak A al-Usu I 

dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori disampaikan oleh 

Pangulu kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(2) Dalam hal Bupati tidak mernberikan hasil evaluasi dalam batas 

waktu Peraturan Nagori tersebut berlaku dcngan sendirin a. 

(3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Nagori <limaksud diserahkan 

oleh Bupati paling Jama 20 (dua puluh) harikcrja tcrhitung sejak 

diterimanya rancangan Peraturan Nagori tersebut oleh Bupati. 

(4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Pangulu \ ajib 

memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati. 
(5) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Pangulu kepada 

Bupati melalui Camat. 

A Ill 

UN ,UTAN NA I RI 

", I 10 
( 1) azori dapat m lnkuknn pun utan dalarn rangka p ningkatan 

ndapatan Ii a ori scsuai dcngan l ev cnangan Nagori 

b rda ark n Peraturan Perundang-undangan; 

(2) Pungutan ebagaimana dimak ud pad a a (l) ditetapkan dalam 

Peraturan agori. 

m n ikat 

n ori dan/r t u um r lain -an nh dan tid: 1 

uai k t ntunn p n turnn p rundang-undangan. 

\P p 

( ) m ir y • n untuk p lr ksanaan J· w nan 

h k ul d n k \\' nun an 1 kal b ·r kl I 

ri b rel c n rl , n 

nkn.n 

ah dan tidak men iknt ~ lie i 1· t ntu n pr , tur n p und ng- 

undanann. 

Pn al 
ngka p nnu n 1· w n: n , n N, g ri 

K, bup: t n ! n/ 
(1) P mbia '[h n dr le m 

dib bankan , d A 

II 
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BAB 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

(1) Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Nagori ang tclah ada dan sudah dilaksanakan oleh Nagori wajib 

men) esuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling 

lamba 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 
(2) RPJMNag ang telah ditetapkan sebelum berlakun a Peraturan 

Bupati ini \\ ajib disesuaikan dcngan Pera tu ran Bupati ini paling 

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupa · ini 

diundangkan. 

(3) RKPNag ) ang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 

Bupati ini tetap berlaku dengan berakhirny a masa berlaku 

RKPNag. 

(4) Penetapan Peraturan Nagori tentang Kewenangan Hak Asal-Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori paling lama 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

t t m net pk n m njadi P ra uran a rt upati 
m m at limn P raturan Na ori dengan K putu san Bupa i. 

(,...) upati dapat memb ntuk tim evaluasi Rancangan Peraturan 

Nagori. 

( ) Tim sebagaimana dirnaksud ditetapkan dengan keputu an 

Bupati. 

(9) P r turan Nagori yang telah diundangkan di ampaikan Pangulu 

kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan 

untuk diklarifikasi. 

(10) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Nagori dengan 

mernbentuk tim klarifikasi paling Jambat 30 (tiga puluh) hari 

s jak diterima. 

nsi d n ulu ti ak m nind kl njuti ha il ( ) Dalarn h I 
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REAS SIMAMORA 

BUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020 NOMOR 1 

Diundan kan di Parnatang Rava 

ada tan a1 28 A~unur 2o2D 
BUPATEN SIMALUNGUN, 

J.R. S RAGIH 

dto, 

nit ·tnpk( n di • mt t, n Rn.r, 

pnd tnnggnl 7 A lJ.ITUS .2.o 
llUPATI JMALUN U , 

n ·u11 I: 11 .m r r tun n Bup: ti ini I -n ,. n pen imp: l nnyr cl. I< m 

• h 1'. bupi t n im lun un. 

m m nnt hk • nH'ngrt huinyn ,11 . \g, r . 1.1p 

n . I diunrlnn J·nn. re r. tu 111 tip, u irn rnul 1i h rl ku pc cl 

P. · I I 

I I; l-h: I·'' ng h !um ci1 tu d, lnrn P r iur n 11~. ti mi, k n 1, t rr 

, I n u nv • d n , 111 I'<' put u snn u p. u 1. 

· UT P 

r .. I J_ 

KE · 


